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MENGELEMINIR CITRA MACHTSSTAAT DALAM NEGARA
HUKUM INDONESIA

Oleh
DR. Marcus Lukman,S. 1. M. H.

Alkisah. menurut penpelasan UUD 1945, Indonesia adalah nepara berdasarkan atas
hukum | rechtsstaat) dan nidak berdasarkan atas Kekuasaan belaka (machtsstaat). Tetapr didalam
praktiknva justru eira negara kekuasaan lebwh mengedapan danpada citra negara hukum
Konschkuensimva funesi hukum selalu dikendalikan oleh pemegang kekuasaan

Siapakah tuan pemegang kekuasaan
dimaksud 7 tiada lain adalah rezim vang
berkuasa, tidak peduli dam mana datangnya
tuan rezim yang terhormal itu, apakah berasal
dar aliran politk hasil kudeta, aliran polink
hasil  pemilihan wmum, aliran  politik
keturunan, abran  politk  kivai, dan
sebagainya. Merckalah tuan hukum  yang
paling berkehendak,

Konstelasi  1sotenis  tersebut  kuat
mengakses pada negara-negara  penganut
sistem pemerintahan  yang menempatkan
eksekutif leluasa campur tangan
mempengaruhi fungsi legistanl dan yudikanf,
Megara hukum Indonesia di bawah UUD 1943
amal  saral  dengan  akses  intervens:
“machisstaat” ke dalam  “rechisstaat”,
Meskipun  menurut  bunyinva  Indonesia
memang negara berdasarkan atas  hukum.
tetapi embel-embel tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka, justru membalikkan realitas
abstrak ke realitas konkret, bahwa negara
sebenarmva  berdasarkan  atas  kekuasaan
dantidak berdasarkan atas hukum belaka

Bagi sebagian ahli hukum agaknya

cukup substil  memahami  kontekstualitas

Mengeliminir Clira

penjelasan UUD 1945 Apalagn  untuk
kalangan vang awam dengan doktrin ilmu
hukum. Sebab, dalam konsep Rechtsstaat
sudah scharusnva mengandung | pengertian
baku, bahwa keékuasaan dan penvelenggaraan
kekuasazn negara harus tundek  kepada
tukem, HAM dan keadilan. Jadi tidak perlu
dikacaukan lagi dengan sambungan “tidak
berdasar atas kekuasaan belaka”, Sambungan
tersebut  malahan  bersifat  pleonasme
membuka ruang “interpretative subjectieve”
ke arah pemikiran dan perilaku ekstra dan
kontra konstitusuonal wvang dapar berakibat
negatif lerhadap kebaikan sesual
penvelenggaraan pemerintahan  negara
berdasarkan atas hukum Fformulasinya bisa
diafsirkan ganda bahwa nepara Indonesia
idak saja menganut paham “Rechisstaat™
letapi juga “Machissiaar”, Terbukti selama 32
tahun di bawah kekuasaan Rezim Orde Baru

‘dan berlanjut ke renzim penggantinya, mereka

tclah menempatkan “Hukum™ di  bawah
kendalih  “Kekuasaan™ Mempertuankan
prINsIp-prinsip “Machtsstaat” ketika

menjalankan “Rechisstaat™ Maka wajar saja
kalaw pembangunan Hukum dan  Sistem
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Hukum Nasiendl sampar kim terasa semakin
tidak menentu. Pembentukan, penerapan, dan
penegakan hukum selalu diintervensi oleh

kekuasaan  eksekunf, dimana  kedaulatan
rakvat diperkuda oleh kedaulatan rezim,
Dan  sudut pendapat  akademis,

sebenamnva sudah cukup banvak para pakar
hukum Indonesia mengetengahkan konsep-
konsep mateteoretis  pembangunan  Sistem
Hukum Nasional dengan tujuan mensmpatkan
supremasi  hukum i atas  supremasi
kekuasaan, Namun hasilnva, ftelap  sajs
bernilal nominal. Saksikanlah, betapa banvak
peraturan  perundang-undangan  di bidang
ckonomi, keuangan, perbankan, politik, sosial
budava, dan pertahanan keamanan, termasuk
ULl KKN / PEB yang mencerminkan produk
kemuan rezim dengan cila rasa machtsstaat
Baca, dengar dan tontonlah sinetron rezim
vang memerintah ketika mendemonstrasikan
penegakan hukum. Berbagai kasus tindak
pidana polink, ekanomi, keuangan,
perbankan, kerusuhan massal, sengketa
keperdataan, tata usaha negara, dan konflik
hukum lainnya yang melibatkan kepentingan
penguasa kerapkali dibelokkan ke arah vang
berlawanan  dengan nilai keadilan,
Pembelokan terscbut tentunya di  bawah
kemande satna mnegara  penganut  aliran
machisstaal.

Setiap warga negara vang memiliki
hatr nurani hukum pasti merasakan betapa
menyedihkan kelmdupan hukum di Indonesia.
kendakadilan, ketidakbenaran,
ketidaktertiban,  ketidaktenteraman,  dan
wendakpasian nokem  semakin  merajaicla.
Penduduk dan  warga negara  Indonesia
merasakan  rawan menjalan kehidupan
berpribadi, bermasvarakat, berbangsa, dan
bermegara i Negara Hukum yang katanva

Mengeliminir Citra

memiliki paradigma hukum terbark di duma,
vallu Pancasila

Benarkah paradigima
Pancasila mengharuskan legitamasi
kesclamatan dan  keamanan negara atau
pengendalian keadaan bahava 7 Padalah
datangnva ancaman terhadap keselamatan dan
keamanan negara, justru  berawal darn
kepagalan para penvelengeara negara dan
pimpinan  pemerintahan mengartikulasikan
cita hukum Pancasila ke arah pencapaian
tujuzn nasional untek memberikan keadilan,
Ketentraman  dan  kesejahteraan hidup  bagi
segenap rakyal Indonesia, Kegaalan tersebut
tidak saja menvangkut perumusan ontologi,
tetapl  juga penjabaran  epistimologi  dan
asksiologinva. Cermatilah matent muatan UL
PKB wvang t1emvatan hamus  ditunda
pclaksanaannya setelah disetujui oleh DPR,
Apakah keamanan dan keselamatan MNegara
dan atau keadaan bahaya merupakan obyek
yuridis yang pengaturan dan pencgakanmya
wajth dimonopoli oleh kekuasaan militer 7
Scberapa  jauh  kekuasaan militer  vang
monopolistis  itu  mampu menjamin  dan
mehindungt HAM, atau justru HAM harus
dikorbankan demi kesclamatan dan keamanan
Megara 7 Apaksh  benar  pelaksanaan
kekuasaan militer mampu  memberikan
keadilan yang bersesuaian  dengan  nilai
Kemanustaan dan Ketuhanan ketika berada
dalam keadaan darurat ? Kesemuanya itu
memang masth harus dikaji ulang

Berhadapan denpgan kondisi hukum
dan  penegakan  hukum  Indonesia  yang
merawankan  hah atu,  kerapkali  muncul
pertanyaan di benak pencari keadilan dan
ketertiban  hukum, apakah  hukem  masih
muarab - untuk  menvembuhkan  penyakit
kekacauan masvarakat 7 Dan sudut teor
Hukum Ketataneparaan, ada schuah tesis yang

ideologis
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wulit dibamah kebenarannva. bahwa peam
vang  hobrok atau melahirkan rezim yang
fambah  bobrok, Menorut separahnyg fedam
pemerintahan vang pertama kali menglami

kebobrokan  dalah  rewim ketunggalan
i monarchi - diktator), Redm mm mzmerintah
anpa  konsultass. 51 monarch adalah

pemegang kedaulatan absolut, dialah negara
dan hukum  Baginva demi siabilitas negara
" penindasan merupakan keadilan yang pantas
diterima  oleh  rakval  peneniang  rezim
Letungealan )

Lalu  muncul

antitests  ketunggalan

vang  dischut  paham  demokrass Rakval
bangkit  menggulingkan  rezim penindas.
Mereka memisahkan  atauy  membagi-bag

kekuasaan negara berdasarkan konstitusi. Ada
hadan pembentuk hukum. pelaksana hukum,
dan penegak hukum, Paradigma pemerintahan
dari, oleh dan wuntuk rakval dilaksanakan
dengan berbagai versi kejiwaan, Mengadops!
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muonobovalitalis, eskiremis. Premans,
apamais,  sochartms  dan sehagamya
boosemunva merupahan clemen-clemen
kebobrokan  berjiwa  machisstaal  yang

hersrmpangan dengan tujuan Negara Hukum.
Bertentangan dengan “the greates happiness
for the preates number” dan berleniangan
dangan “Social Utilnanamsm™, Pendek kata
menjadi  musuh-musuh tujuan ketertiban,
kebenaran, kepastian, dan keadilan hukum
secara umiversal.

Memang sulit menjadi - resm yang
dapat dipanuti dan dibela sepenuhnyva oleh
rakvat vang diperintah. Hukum hanyalah salah
satu  perangkat  pengendali  sosial  untuk
memandu jalannya pemerintahan ke arah vang
lehih tertib. demokrats, benar. berkeadilan,
dan  berkeadaban  Kepastian  hukumnya
ditenukan oleh rezim vang mengendalikan
newara. Meskipun konstitusi ditulis dengan
tima darah dan menurut bunvinya rakvatlah

Jiwa liberalis,
komunis, soslalis,
keagamaan. maupun
Pancasila.  Masing-
masing Jhwa
demokrasi 1w,

lernvala dengan amat
mudahnyva
dibobrokan oleh nalar
“Erosentirisme”
Wujud
eHOSCNISmE
berancka
indivedualistis,
teodals, bonuis,
kapitalis, monopohs,
kolonmalis.
chspansionis,
militeris,
prolctars.

nalyr
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radikalis.

' sebenarnya Republik ini

memiliki landasan filosofi hukum
yang amat par excellence.
Pancasila sebagai "paradigma
ideologis” pembangunan Sistem
Hukum Nasional, mempunyai cita
rasa yang lebih par excellence
dibandingkan paradigma-
paradigma ajaran Hukum Alam,
Positivisme Hukum, Utilitarisnime,
Madzhab Sejarah, Sosiolegical
Jurisprudence, Realisme Hukum,
maupun Nomokrasi Islam.

1

oligarchis,

vang berdaulat untuk
dimakmurkan, namun
jika reximnya berwatak
eEOsentrisme, maka
vang datang
menghampin bukanlah
kesejahteraan,
melainkan  pemdasan
rezim 41as nama negara
kepada rakyatnya.
Kedaulatan dan
kemakmuran hanyalah
schuah permainan teka-
teki silanpg dari suatu
harapan ke harapan
lain  tanpa kepastian
keadilan, kecual bag
rezim yang berkuasa,
Menelaah

beberapa ajaran tentang hukum, sebenamya

w
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Republik imi memiliki landasan  filosali
hukum vang amal par excellence. Pancasila
sehagar “paradigma deologis” pembangunan
Sistem Hukum Masional, mempunyal cita rasa
vang lebih par excellence dibandingkan
paradigma-paradigma ajaran Hukum Alam,
Positivisme Hukum, Utilitansnime, Madzhab
Sejarah, Sosiological Junsprudence, Reahisme
Hukum, maupun Nomokrasi Islam.

Aliran hukum  alam, balk tipe
irasional  maupun  rasional  memiliki
kelemahan utama memparadigmakan keadilan
secara mutlak, universal, abadi (absolute
justice), dan rasionalitas. Kutub ekstrem cila
rasa aliran ini memang cocok schaga alat
perjuangan untuk mempertahankan status quo
dan mengobarkan pemberontakan, Jadi jika
paradigma ini  ditcrapkan maka dapat
diprediksikan akan silih berganti munculnya
kedua kelompok vang selale berhadapan
merebut arena pemerintahan, vaitu kelompok
Status Quo  dengan  kelompok Reformis.
Kelompok reformis yang memang pada
gilirannya juga akan berubah menjadi
kelompok Status Quo Bare dan pasti akan
didemo oleh Kelompok Reformes Baru
sebagar Group Pendemo Model Reformis
Super Baru. Siklus im akan berlanjut terus
sampai ke satu tink jenuh yang dinamakan
kebobrokan (point of collapse).

Begite pula jika mengikuti paradigma
hukum  vang  diajarkan  oleh  aliran
“Positivisme Hukum™ Aliran i terbelah dua
ke arzh “Positivisme  Analitis”  dan
“Positivisme Murni™ Keduanya
mempradigmakan hukum sebaga1 “Penintah
Dari Penguasa™ (a command of the Lawgiver
or a command of human being). Sebapm
perintah dad pembentuk hukum atau insan
manusia vang dimonropoli  oleh  peran
penguasa, maka hukum itu harus dilepaskan

PERNTERKTHE, Vidume  Nomor 3 Valin Jow folid dudi

Jdari anasir-anosit nen hukem o sepert clik,
maral, pohtik, ckonomi, sosal dan budaya
Sistem Hukum harus duckavasa seeury logs
vuridis. Semua periimbangan tentang baik dan
buruk yang berbau euk, moral, poliuk,
ekonotni, sosial budaya, dan anasir-anasir non
hukum lainnva  harus  dibersihkan  dan
pandangen hukum kalau campur aduk akan
mengacaukan pencapaian tujuan hukum. Bagi
aliran ini, hukum vang sudah ada dan yang
mereka ciptakan sendin, itulah hukum yang
sejati (das sollen), ndak ada hukum yang
seharusnya atau yang dicitakan (das sein),
Menentang penguasa berarti  menentang
hukum, menentang hukum berarti menentang
pemerintah, dan mencntang pemerintah
berarti menentang MNegara. Maka tak usah
heran jika dalam skandal rekeming pulat
mantan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib
dan skandal A.A. Baramuli Cs dalam kasus
Bank Bali, telah membuka topeng rezim
penguasa bahwa mercka adalah penganut
aliran  positivisme  hukum  sejati.  Mereka
berteriak lantang mensupremasikan undang-
undang sebagai hukum atau menghukumbkan
udnang-undang sebagai keadilan, karena
memang di dalam pikiran dan hau sanuban
mereka hanva tertanam paradigma a .
souvereipn Tegime and & group  persons
Justive.

Relatif agak baik, apa yvang digjarkan
oleh alitan utilitarianism. Mereka
memparadigmakan “tindakan individu dan
intcraksi sosialnya™ beriujuan mendapatkan
kebahagiaan wvang scbesar-besamya  bagi,
dirinya sendin maupwa lingkungan sosialnya.
Adalah menjadi kewajiban negara dengan
lembaga  pembentuk hukumnya  untuk
menciptakan peraturan  perundang-undangan
vang memberikan hak subyektif maupun
obyektif bagi sebesar-besarmya kebahagiaan
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Jdan  kescjaheraan  hidup rakvat  (social
justice ). Sekalipun henar hukum meimnaksakan
pemidanaarn. telap pemidanaan ity tetap harus

dikoherensikan  dan dikorespondensikan
dengan  prinsip utilitisnva, agar selalu
mendatangkan  harapan  bagi rercegahnya

kejahatan vang lebih besar, Bukan schaliknya,
mengorbankan rasa keadilan masyarakat demi
kepastian hukum positif Apalag dengan cara
melakukan rekavasa hukum untuk
menvimpangi  milai-nilai  keadilan hukum
dalam arti luas.

Bagi madzhab sejarah, memang sangal
clergi dengan ketiga aliran di atas. Menurut
mereka hukum itu tidak dibuat melainkan
sudah tumbuh dan berkembang di dalam
masyarakat sesuai  dengan jiwa  rakyat
(volkgeist).  Setiap  bangsa memiliki
vilkgeistnya sendiri, di mana ada masyarakat
di situ ada hukum. Pendangan ini tidak terlalu
calah, malahan cukup relevan dengan
karakteristik masyarakat  Indonesia  yang
memiliki kekayaan hukum adat. sedemikian
beragamnya. Tetapi barangkali, dari keancka
ragaman itulah terdapat persoalan-persoalan
krusial  vang  cukup  rumil untuk
memadukannva ke dalam satu kesatuan sisiem
hukum vang dapal ditenima dan diberlakukan
secara nasional.  Sampai  kini, nilai-nilai
hukum adat kita boleh dikatakan masih
dimarginalkan  dan  sangal minimal
diimeriorisasikan ke  dalam  peraturan
perundang-undangan

Di Eropa kontinental dan Anglo saxon,
sejak lama telah berkembang aliran pemikiran
hukum vang disebut “sosiologl hukum™ dan
“sociological jurisprudence”. Kedua aliran
tersebut, tergolong  senafas -dengan  aliran
positivisme  hukum.  Sesiolog hukum
mempelajari pengaruh hubungan umbal balik
antara hukum dengan masyarakal,

Nomor 3 Tahun 1999 Edixi fuli

konsepsinya  berangkat  dan masvarakal
kepada hukum karena Bukwm adalah cermmmnan
masavarakat. Sebaliknya aliran sociological
jurisprudence,  juga  amal memperhatikan
hukum vang hidup di dalam masyarakat (the
hiving law). Mereka bertolak dari  hukum
kepada masyarakat. hukum harus dijadikan
alat untuk merubah bertalak dari  hukum
kepada masvarakal. hukum harus dijadikan
alat untuk merubah perilaku masyarakat ke
arah vang lebih  baik. Hukum bentukan
penguasa, hanya akan berlaku efektif apabila
normanya selalu selaras dengan hukum vang
hidup di dalam masyarakal. Perkembangan
hukum masa kini maupun masa yang akan
datang tidak  terletak pada  peraturan
perundang-undangan, {lmu  hukum maupun
keputusan pengadilan, melainkan ditentukan
oleh masvarakatnya sendiri. Maka hukum
harus dipandang sebagai lembaga
kemasvyarakatannya yang berfungsi  untuk
memenuhi  kebutuhan masyarakal sefuas-
luasnya.

Aliran pemikiran sosiologi hukum dna
sociological jurisprudence  termyala cukup
dominan mempengaruhi pola pikir para pakar
hukum  Indocnsia,  tentunya  dengan
modefikasi-modetikasi tertentu yang
diupayakan serelevan mungkin dengan kondisi
Indonesia. Pahami saja, konsep Kearifan
Sosial Terhadap Hukum dari Satjipto Raharjo
dan Hukum Schagai Sarana Pembangunan
atau Sarane Pembaharuan Masyarakat yang
dicetuskan oleh Mochtar  Kusumatmadja.
Sayangnya sclama erarezim orde baru sampai
kini. konsep terscbut tidak teraplikasinya

dengan baik, Schingpa banyak produk-produk
hukum

vang berbau  Fetisisme demi
memperahankan status quo dan memberikan
kemakmuran  sebesar-besarnya  kepada

M
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segolongan orang tertentu benikut  barisan
oligarchinya.

Kemudian ada lagi yang disebut aliran
Realisme Hukum, Kelompok ini mencetuskan
gerakan pemikiran hukum yang menempatkan
hakim dan pengadilan sebagai sentra ulama
pembentukan konsep-konsep hukum, tolok
ukur keadilan dan perubahan hukum. Semakin
adil hakim membernkan puetusan hukum,
semakin baik pula cerminan hukum yang
herlaku. Hukum itu berubah-ubah sesuai
tujuan vang hendak dicapai oleh masyarakat.
kejadian sosial tentunya lebib cepat berubah
daripada perubahan hukum, dan hukum harus
mengikuti  perubahan  sosial. Maka hanya
pengadilan  dan  hakimlah  yang mampu
menangkap ritme perubahan sosial dan nilat-
nilai keadilan hukum bersesuaian dengan
hukum vang hidup di dalam masyarakat.

PERSPEKTIE, Vatume 4 Nomaor 3 Takun 1999 Edisi Juli

Tauhid, Amar Marud dan Nahi Munkar,
bersifal  mutlak,  universal,  cternal  dan
kefirahan manusia,

Bagaimanakah dengan konsep MNegara
Hukum Pancasila  vang  diakatakan
parexcellence itu. [Dalam konsep negara
hukum Pancasila, nilai etik, moral, sosial,
budaya dan keagamaan vang dianut oleh
masyarakat Indonesia dan terabstraksikan
menjadi Pancasila, diposisikan menjadi norma
dasar ataw norma tertingg sistem  hukum
nasional. Sebapai norma dasar, Pancasila
menjadi tujuan, cita moral, cia hukum dan
cita keadilan yang wajib dinormatifkan ke
dalam hukum positif Indonesia, sehingga
menjadi publik dan positif, Dengan perkataan
lain, norma hukum positif Indonesia tidak
harus steril dari nilai-nilai etk, moral, sosial,
budaya dan keagamaan. Kandungan mnilai

Bag penganut  paham  Nomokrasi  itulah yang disebul schagai per excellen.
Islam yang bersumber Dalam konsep negara Artinya memiliki nilai
seutuhnva  pada Al il p o lai etik mutu baku yang lebih
Cur'an, Sunnah uKkum Hﬂ'..".',HSI a, nilal etix, survival untuk
Rasulullah  dan Al moral, sosial, hudaya dan menparahkan  jalannya
Hﬂ'rf'uf_k lfﬂlun‘.r'ﬂh Ekﬂ" keagamaan yang dianut oleh | penyelenggaraan
menafikan ukum- . pemerintahan negara dan
e ik ok masyarakat !ndﬂnesw: da_n kehidipen ralvi
manusia. Negara, Agama terabstraksikan menjadi " Indoensia En U
3?:1 " Hukum | Pancasila, diposisikan menjadi | masyarakat yang
ikonsepsikan  sebagai sejahtera, adil, makmur,
satu kesatuan lingkaran _ncrrr_‘na_ dasar atau I'Iﬂl'm.ﬂ aman, sentosa  dan
dekbritientat vang [tertinggi sistem hukum nasional| perkeadaban sepanjang
Ii;ers.lmb:iﬂsraistil-; Sebagai norma dasar, Pancasila| masa Nilai-nilai
di:':‘r;‘g:::nﬂkd;n“md”a“ menjadi tujuan, cita moral, cita 1::‘;:“"1 T“:‘.’:’ji ";2"‘.
i : olisti
berdimensi dumawi dan hukf—'m dan cita keadilan Yang | Lebaikan sesuai {best EIE'
ukhrawi berisi nilai-nila | wajib dinormatifkan ke dalam | fitting) perilaku manusia
L{cluhanan ‘ {lahivah) hukum pﬂsiﬁf Indonesia dan segala sesuatu yang
an emanusiaan : ¥ i i 7 berhubungan atau
{ insamiyah), sehmgga I‘I"IET'I_]FH‘:!,I Pub“k dan digkibatkan oleh
berlandaskan kepada pE‘nSItIF, perilaky manusia, scria
Mengeliminir Cirra MARCUS LUKMAN
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penstiwa-penstiwa  alamiah {natural event)
vang memihike dampat ekstren terhadap mila
hukum  den keadilan L silah posisi
Pancasila menempatkan eksistensinya sebagai
cita hukum dan cita keadilan.

Sudah banyak pakar hukum Indonesia
dari berbagai perguruan linggl vang mengupas
dan mengetengahkan buah pikiran mereka
tentang pembangunan  hukum  dan  sistem
hukum nasional berwawasan Pancasila. Tetapi
harus diingat, pemikir, penggagas, pencetus,
dan pencipta ide tidak sclalu dapat berfungsi
sebagal operator, pembentuk, pelaksana dan
penppuna dan hasil olah pikirmya. Untuk ity

ialah dengan menghapus embel-embel kahmal
tiddak berdasar atas hukom (rechisstaat)
Amandemen ULy 1S seluyaknya
dikonsentrasikan  pada  penjabaran  duet
integralistik pahama kedaulatan rakyat dan
kedaulatan hukum vang dijiwai  nilai-nilai
Pancasila  puma  memformat  struktur
Ketatancgaraan  Indonesia  vang  semakin
efektif dan efisien ke masa depan. Pola
distribution of power sebaiknya diubah
menjadi seperation of power, cukuplah ada
tiga lembaga negara dalam  struktur
ketatanegargan  Indonesia; DPR, Presiden
{dipilih langsung oleh rakyat) dan Mahkamah

mengharuskan segala bentuk aplikasi Agung  yang ,";“i}:ﬁ;
diperlukannya orang- ; 0 masng menjalan
omng  lamn veny Earadjgma machtsstaat wajib flingsi legislatif,
benalenta sejar [dihapuskan. Salah satu langkat| pemerintahan dan
sebagal operator | strategis untuk mengeleminir I‘-*Efajl_:ﬂﬂ k{tm{*ﬂﬁt_';i
pelaksana yang peradilan onsuiust).
diharapkan mampu D_E“ garuh .[I‘I achtsstaat Konsekuensinya
SeTeerna dan dimaksud ialah dengan lembaga MPR, DPA,
mengakiualisasikan menghapus embel-embel d;m BPK harus
BAPASAN-EATASAT kalimat tidak berdasar atas dihapuskan agar beban
pembangunan  hukum anggaran pendapatan
secara nasional. Inilah hukum (rechtsstaat). dan belanja negara yang
vang menjadi lantangan selama ini selalu tidak
utama  bag  rezum

pemerintahan baru di masa mendatang.

Cfleh karen itu, segala bentuk aplikasi
paradigma machisstaat wajib dihapuskan,
Salah  sate  lamgkat  strategis  untuk
mengeleminir pengaruh machtsstaat dimaksud
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" sebanding dengan
kinerja ketiga lembaga negara dimaksud dapat-
dialihkan ke sasaran-sasaran vang lebih vital
bagi kesejahteraan hidup rakyat di pedesaan
dan daerah-daerah kumuh di perkotaan.
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